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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 SIMPULAN 
Berdasarkan hasil pembahasan yang diperoleh oleh 
penulis mengenai pajak reklame pada Badan Pengelola Keuangan 
Daerah (BPKD) Kota Sukabumi, maka penulis dapat membuat 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kondisi pajak reklame di Kota Sukabumi berpengaruh 
penting bagi pembangunan. Pendapatan dari tahun 
2013 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan dan 
pendapatannya sebesar Rp 1.106.174.762,00 di Badan 
Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi, 
namun masih banyak pengusaha yang tidak ijin dan 
memasang reklame dengan illegal. 
2. Penerimaan pajak reklame di Kota Sukabumi sudah 
mencapai  target. Pada tahun 2013 target terealisasi 
dan pendapatannya sebesar 104,03%, pada tahun 2014 
target tidak terealisasi dan pendapatannya sebesar 
95,45%, pada tahun 2015 hingga tahun 2018 target 
terealisasi sehingga mencapai 122,91%. Pada  tahun 
2014 mengalami penurunan dan tidak mencapai target, 
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hal ini disebabkan adanya peraturan yang baru tentang 
dilarangnya pemasangan reklame rokok, 
diperbolehkan jika jaraknya 5 radius dari jarak layanan 
Pendidikan dan layanan kesehatan. 
3. Prosedur penerimaan pajak reklame dapat dilihat dari sistem 
pembayarannya, system pajak reklame menggunakan 
official assessment system. Wajib pajak atau badan tidak 
dapat langsung membayar atau melapor ke bank atau ke 
kantor pajak secara langsung, tetapi masyarakat membuat 
SP ke petugas pajak BPKD kemudian ditunjuk ke Bank 
Jabar untuk membayar pajak atas reklame. Uang yang di 
bank akan masuk ke kas daerah, dialokasikan oleh APBD 
untuk disalurkan ke pembangunan. 
4. Ada beberapa kendala yang muncul, yaitu kendala dari 
BPKD itu sendiri dalam bentuk penagihan yang baru  
sebatas teguran  dan kendala dari wajib pajak berupa 
rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak. 
5. BPKD dikatakan berhasil dalam upayanya, yaitu 
dengan memperbanyak wawasan mengenai SDM dan 
mengoptimalkan pelayanan. 
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5.2 SARAN 
Penulis melihat masih banyak yang menjadi hambatan 
dalam kondisi pajak reklame pada BPKD Kota Sukabumi. Penulis 
memberikan saran atau masukan kepada BPKD Kota Sukabumi, 
yaitu sebagai berikut: 
1. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi 
harus mempertegas wajib pajak atau badan dengan 
memberikan sanksi kepada wajib pajak atau badan yang tidak 
melapor dan atau membayar pajak. 
2. BPKD Kota Sukabumi menambah tenaga kerja lapangan 
untuk mengontrol dan mengawasi secara langsung di 
lapangan. 
3. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi 
harus meningkatkan kegiatan sosialisasi seperti penyuluhan 
atas prosedur penerimaan atau pembayaran pajak reklame, 
agar wajib pajak atau badan dapat lebih memahami dan 
meningkatkan kesadaran pajak. 
4. Perlu diterapkan sanksi tegas bagi pegawai yang lalai dalam 
bekerja dan melakukan penyelewengan dengan wajib pajak, 
maupun bagi wajib pajak yang nunggak atau keberatan 
membayar pajaknya. 
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5. Perlu dioptimalisasikan pelaksanaannya dengan baik, sesuai 
prosedur yang ada di Badan Pengelola Keuangan Daerah 
(BPKD) Kota Sukabumi. 
 
